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Abstract :

By theterm"law" | mean system of law that existsinapolitica territory. Every sysemof law consists
insomenecessary e ementssuch asbasiclawsor congtitutions promul gated by thelegidative, regu-
lationsmade by thejudicative, practical decreesannounced by the executive. Thearticleshall delve
inthetopic of ethical theory concerning the purpose of law. Why questioning ethically the purpose of
law? By questioning it | try to draw what the ethical reasons of promulgating lawswould bein
political society. Consequently, every law should not be put into practicein asociety, unlessitis
corresponding with that certain ethical reasons. In so doing, | shall survey theideas of the seven
political philosophers: Hobbes, Cicero, L ocke, Aquinas, Bentham, Kant, dan Salmond. From this
generd survey, | discover that every theory hasitsown ethical reasonwhichisinlinewithitsanthro-
pology and political philosophy. Besides, every theory finds necessary ethicsinitsown contempo-
rary context. However, asIndonesiaisstruggling with law enforcement, it would be hel pful tolearn
fromtheir ethica theory of purpose of law.
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Dengan hukum di sini dimaksudkan sistem hukum yang berlaku secarasah
daamsuatuteritori politis. Setigp s.stem hukum paling kurang mengandung unsur-
unsur berikut: undang-undang atau peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan oleh
lembagalegidatif, keputusan-keputusan lembagaperadilan, tradis danprinsgp-pringp
yang diakui oleh lembaga peradilan dengan efek yang mengikat secaralegd, serta
berbagal jenislembagahukum yang menentukan dan menjaankan prinsip-prinsip
dan keputusan-keputusan legd . Oleh karenaitu, setigp undang-undang atau keputusan
hukum harus ditempatkan dalam bingkal sistem hukum tersebut.

Daamtulisanini, dengan "tujuan hukum" dimaksudkan nilai sasaran atau apa
yang mau dicapal melalui pemberlakuan secarasah suatu sistem hukum dalam
negaraatau masyarakat tertentu. Konsekuensinya, tujuan aktual suatu undang-undang
atau peraturan tidak bol eh bertentangan dengan hakikat nilai tujuan sistem hukum.
Karenaitu, secarafilsafati sungguh perlu direflekskan pertanyaan tentang gpayang
seharusnyamenjadi tujuan suatu sistem hukum. Tulisan ini merupakan suatu survel
umummengenal tujuan hukum menurut tujuh pemikir, yakni Hobbes, Cicero, Locke,
Aquinas, Bentham, Kant, dan Salmond.* Dari survel itu ditemukan duahal funda-

1  Wedlman,1975:191-212.
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mental. Pertama, setiap teori menetapkan tujuan hukum sesuai filsafat manusiadan
filsafat politik tertentu. K edua, setigp teori menggagastujuan hukum menurut konteks
filsaf atinyadalam jaman dan peradaban tertentu. Jkademikian, apayang kiranya
paling relevan dijadikan tujuan sistem hukum dan sasaran penegakan hukumdi In-
donesiadalam kontekskondisi aktual dan peradaban jaman sekarang?

1. Kedamaian dan ketertiban

Thomas Hobbes (1588-1679) berpendapat bahwa tujuan hukum adalah
kedamaian.? labertolak dari suatu antropol ogi. Menurutnya, manusiadikuasai oleh
dorongan-dorongan atau keinginan-keinginan irasiona, bukan oleh kehendak bebas
atau pertimbangan-pertimbangan yang masuk akd . Perilaku manusiatidak diarahkan
olehnilai-nilal yang disadari atau ol eh keputusan kehendak mengenal apayang balk,
melainkan oleh naluri untuk mempertahankandiri dan untuk memenuhi dorongan-
dorongan damiahnya. Di sini Hobbesmengesampingkan faktakebebasan, kehendak
bebas, rasonditas, dan nilai-nila mora yang bersumber dari pertimbangan akd budi.
Itulah "keadaan damiah" (state of nature) dari manusia.

Berbedadari Aristotelesyang menggambarkan manusiasebagal makhluk
sosia (zoon politikon) karenarasiondlitasnya,® Hobbestidak menganggap sosiditas
sebagai suatu karakteristik hakiki manusia.* Secara primordial manusia tidak
berhakikat sosid. "K eadaan alamiah” dicirikhaskan oleh anarki (state of anarchy),
tanpasuatu organisas politik ataupun sistem hukum. Konflik terbukaantar individu
terusterjadi, karenasetiap orang menggjar keinginannyayang bersumber padatiga
hal. Pertama, keinginan mendapatkan dan memiliki sesuatu mengkondisikan setiap
orang untuk bersaing atau berkompetis dengan sesamanya. Sesamadiilihat sebagal
lawan dan saingan yang mengancam. K edua, rasatakut terhadap serangan dari lawan
mendorong setiap orang untuk |ebih dahulu memerangi sesamanya. Jadi, daripada
diserang, lebih bailk mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Ketiga,
egoisme (daam arti Skap dasar ofeng f untuk mengg ar kepenuhan bagi kepentingan,
keinginan, dan kebutuhan diri sendiri sg@ mendorong untuk mencapai kehormatan
dan kemuliaan bagi diri sendiri melalui pemaksaan keinginan terhadap orang lain.
Hobbes menyimpulkan, dalam state of nature, manusiamelihat sesamanyasebagai
serigaabuasyang sald u mengancam (homo homini lupus), dan kehidupan bersama
ditandai oleh perang semualawan semua (bellumomnium contra omnes). Hidup
manus apun menjadi terasing, miskin, tak menyenangkan, brutal, dan pendek.

Bertolak dari kondis alamiah yang anti-sosid itu, Hobbes mengembangkan
teori tentang perjanjian negara. Menurutnya, agar state of natureyang anarkisbisa

2 Hobbes, 1950: bab 13, 17, dan 26.
3 Avristotle, Palitics, buku l.
4  Hobbes, Leviathan, chapter XII1.
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diatad, individu-individu mengadakan perjanjian untuk membentuk negara.® Negara
merupakan lembagayang dibentuk olehindividu-individu. Setigp orang menyerahkan
semua haknya kepada negara, sehingga negara menjadi lembaga adikuasa dan
berkuasamutlak: negarabagaikan L eviathan. K ekuasaan negaraharusmutlak, karena
keinginan-keinginanirasond, termasuk agresvitasatau "kebuasan” terhadap sesama
manusi a, hanya bisa dipadamkan ol eh rasatakut terhadap kekuasaan yang lebih
besar. Rasatakut dan rasaterancam individu yang satu terhadap yang lain diatasi
olehkekuatan negara. Dalam arti itu, ancaman dari negaraterhadap rakyat merupakan
syarat mutlak bagi terciptanyaketertiban, keteraturan, dan kedamaian.

K ekuasaan mutlak dari negaradiekspresikan dalam bentuk hukum. Hukum
dibentuk oleh negara, dan karenanegaramemiliki kekuasaan mutlak, apayang
dikehendaki oleh negaramedd ui hukum sdldu dianggap adil. Undang-undang negara
tidak pernahtidak adil. Keadilanidentik dengan kepatuhan terhadap hukum negara.
Hukum diberikan oleh negara dengan tujuan untuk menjamin kedamaian dan
ketertiban. Oleh karenaitu setigp individu harus menyesuaikan perilakunyadengan
hukum; hanyasg auhituiaakan merasaaman danterlindungi olehnegara. Sebdiknya,
hidupnyaakanterancam gpabilaiabertindak med awan hukum. Singkatnya, memdihara
kedamai an dan ketertiban merupakan tujuan hukum.

Teori Hobbesboleh dikatakan bercorak redlistis, karenaiamengakui fakta
negatif kodrat manusia Secararealistis, Hobbesmelihat bahwamenurut kodratnya
manusiamemang cenderung egoistis. Selanjutnya, iajugasecaraakurat menemukan
bahwakedamai an dan ketertiban merupakan tujuan penting yang dikehendaki oleh
setiap negaradan masyarakat. Tidak adasatupun negarayyang bisabertahan tanpa
kedamaian dan ketertiban. K eamanan dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi
pengembangan kesgj ahteraan umum suatu masyarakat. K ehidupan setiap individu
pun tergantung padarasaaman dan damai. Untuk semuaitu, hukum selalu perlu
ditegakkan. Di sinilah letaknyakegamblangan dari teori Hobbes, yakni karenaia
bertitik tolak dari asums negatif mengenal kodrat sosd manusia, makakedamaian
dan ketertiban dengan sendirinyajelassebagal tujuan hukum.

Akantetapi, betapapun pentingnya, kedamaian harusdianggap sebagal tujuan
minimal saja, dan bukan sebagal suatu tujuan yang mencukupi bagi masyarakat
manusiawi. Artinya, tujuan yang sebenarnyadari suatu masyarakat atau negara
bukanlah sekedar mempertahankan eks stensinya, melainkan menuju suatu eksstens
sosia di manasetiap anggotadapat mencapal kehidupan yang baik dan sgjahtera.
Apabilasuatu negaragaga memberikan jaminan kedamaian dan kesgjahteraan bagi
parawarganya, makasecarapringpiil tidak adalagi dasan untuk mempertahankan
eksistensinya. Konsekuensinya, negaradan sistem hukum harus mengarah kepada
sesuatu yang lebih tinggi dari pada sekedar kedamaian dan ketertiban. Kedamaian
dan ketertiban hanya ah "tujuan negatif" dari hukum, dalam arti absens perang dan
konflik terbuka. Harusterdapat sesuatu yang lain sebagai tujuan hukum.

5 Hobbes, Leviathan, chapters X1V-XV.
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2. Moralitas

MarcusTulliusCicero (106-43 BC), seorang Romawi pengikut Stoisisme,
berpendapat bahwatujuan kodrati dari hukum adalah morditas. Hukum positif suatu
negara(humanlaw) dimaksudkan untuk mendukung pel aksanaan tindakan-tindakan
moral dengan memerintahkan perilaku yang secara moral baik, dan melarang
perbuatan-perbuatan yang secaramoral jahat.® Perbedaan antarayang benar dan
yang sdahtidak bersfat konvensond, ddam arti tidak merupakan produk dari mores
suatu masyarakat, tidak pulaberupakeyakinan-keyakinan tertentu dari suatu bangsa
atau sebuah komunitas. Diinspiras oleh Stoisisme, Cicero berpendapat bahwahukum
mord terpatri daam hakikat dam semesta. Hukum mord tidak laindari hukum kodrat
(natural law) yang di dalamnyaRasi o ilahi memerintahkan perbuatan yang harus
dilakukan dan melarang perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dalam batasanitu,
manus abijaksanaada ah manusiayang hidup sesua dengan penentuan Rasioilahi
yang mengejawantah dalam Alam. Setiap orang mendapatkan sepercik Rasioilahi
yang mendorongnya kepada kebijaksanaan dan perbuatan yang benar. Namun
manusiamewaris jugakecenderungan-kecenderungan dan gairah-gairah yang dapat
menjauhkannyadari perbuatan baik. Oleh karenaitu, setigp masyarakat mempunyai
sstem hukum yang mengarahkan dan mewagjibkan parawarganyauntuk mel akukan
apayang baik secaramoral dan untuk menjauhi apapun yang jahat secaramoral.
Misalnya, hukum positif harus mewgjibkan setiap warganegarauntuk membayar
utangnyadan untuk mengatakan kebenaran (tidak berdusta), karena perbuatan-
perbuatanini diperintahkan oleh hukum kodrat. Sebaliknya, hukum positif harus
melarang pembunuhan dan pemerkosaan, karena perbuatan-perbuatan tersebut
dilarang oleh hukum kodrat.

Cicero menempatkan hukum moral dalam bingka hukum kodrat yang
merupakan pengg awantahan Rasoilahi. Konsskuensnya, hukummora harusbersfat
rasional. Perintah dan larangan moral harus masuk akal. Hukum manapun yang
menyimpang dari hukum moral harus dianggap tidak masuk akal, dan karenaitu
tidak bisadibenarkan secararasiond. Jadi, apabilamenurut akal sehat setiap orang
yang berhutang diwgjibkan untuk membayar hutangnya, maka hukum yang
bertentangan dengan kewagjiban itu tidak dapat dibenarkan. Begitu pulaapabila
hukum kodrat yang rasiona melarang pembunuhan, makahukum positif manapun
harus melarang hal yang sama. Singkatnya, karena hukum moral menjadi hukum
rasond, makaharusdis mpulkan bahwahanyatujuan yang rasond dari hukum pogtif
yang sesual dengan moralitas.

Kedengarannyateori dari Cicero amat menarik, namun bukannyatanpaprob-
lem. Memang tidak diragukan bahwa dalam masyarakat manapun moralitas
menawarkan standar-standar perilaku yang dengannyahukum positif dapat diuji.
Akantetapi hd itutidak berarti bahwahukum sela u bertujuan padapewajiban setigp

6 Cicero, 1928: bukul, 6-10; buku 1, 4-5.
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perbuatan yang baik secaramoral dan pelarangan setiap perbuatan yang jahat secara
moral. Sebagai contoh, tentu secaramoral dianggap tidak pantas bahwa seorang
anak bersikap terhadap orangtuanyatanparasahormat. Namun kelancangan s anak
tidak bisadikatakan sebagai tindakan melawan hukum. K alaupun adahukum positif
yang mengatur perilaku s anak, dikhawatirkan bahwahukum tersebut tidak dapat
dipaksakan (unenforceabl €) karenapemaksaannyabisame anggar privas keluarga.
Suatu hukum yang unenforceable, menurut hakikatnya, akan menggerogoti
penghargaan terhadap hukum itu sendiri.

Hd yang samabisadikatakan tentang merokok. Secaramedisbisadibenarkan
bahwamerokok berdampak buruk padakesehatan s perokok. Akan tetapi tindakan
merokok tidak bisasecaramutlak dilarang dengan hukum positif. Sgjauh s perokok
tidak merugikan atau mengganggu orang lain, misanya, membakar barang oranglain
dengan api rokoknyaatau meniupkan asap rokoknyapadawajah orang lain, maka
periha merokok semestinyamenjadi urusan pribadi S perokok dan tidak perlu diatur
secarahukum. Jadi, wa aupun merokok dianggap tindakan irasiond karenamerusak
kesehatan, tetapi hukum yang melarang tindakan merokok bisaberarti melanggar
hak individu atas kebebasan untuk hidup sesuai dengan pilihannya. Singkatnya,
perbuatan yang salah secaramoral tidak harusidentik dengan perbuatanilega . Atau,
luasnyawilayah moral dan wilayah hukum positif tidak sama. Jadi, tujuan hukum
tidak dapat disederhanakan menjadi instrumen penyelenggaraan moraitasbelaka
dengan mewajibkan apayang baik dan melarang apayang jahat. Prinsip-prinsip
dasar moral, seperti keadilan dan hormat terhadap martabat manusiasebagai per-
son, tentu perlu menjiwai sistem hukum. Tetapi sistem hukum tidak bisadisamakan
sgjadengan sistem moral dan hukum positif semestinyatidak dianggap sebagai
instrumen untuk menjdankan moralitas.

3. Hak-hak asas manusia

Pandangan bahwatujuan hukum bertalian erat dengan hak-hak kodrati (natu-
ral rights), tercermin secara jelas dalam filsafat John Locke (1632-1704).”
Menurutnya, setigp individu manusiamemiliki hak-hak kodrati, dan hukum bertujuan
untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Setiap warganegara
memiliki berbaga hak legal yang didasarkan atassistem hukum; misalnya, hak untuk
memilihwakil rakyat dan hak untuk mendapatkan upah minimumyang layak. Namun
sebagal manusia, setigp orang memiliki pulahak-hak kodrati, yakni hak-hak dasar
sebagal manusia atau hak-hak yang tak terasingkan (inalienable rights) dari
martabatnyasebaga manusia(human rights). Menurut Locke, hak-hak itu meliputi
hak atas kehidupan (right of life), hak atas kebebasan (right of liberty), dan hak
atasmilik (right of property).2 Hak-hak tersebut bersumber dari kodrat manusia

7 John Locke, Second Treatise on Government, chapters|-I11.
8  Locke, 1937: bab 2 dan 9.
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dan independen terhadap setiap bentuk sistem hukum ataupun konvensi suatu
masyarakat. Oleh karenaitu, dengan kekuasaan politik yang mutlak sekalipun, tak
seorangpun boleh mencabut atau menghapuskan hak-hak tersebut.

Akantetapi, penegakan hak-hak asas bisatidak padti, terutamadaam kondis
sosial-politik yang anarkisatau di bawah pemerintahan tirani dan totaliter. Maka,
menurut Locke, negaraperlu didirikan sebagai institus untuk melindungi hak-hak
asad setigp individuwarganegara. Hukum negarabertujuan untuk melindungi hidup
setigp warganegaradengan me arang pembunuhan, mengamankan hak milik dengan
caramelarang pencurian dan perampokan, dan menjamin kebebasan berbicaradan
berserikat. Singkatnya, tujuan hukum ia ah memastikan perlindungan dan penegakan
hak-hak asasi.

Hak-hak kodrati atau hak-hak asas tidak diragukan sebagai nilai-nilai luhur
dari martabat manusia. K ehidupan, kebebasan, dan hak milik sungguh hakiki bagi
kehidupan yang baik dan beradab setiap orang. Seseorang tak akan bisa hidup
tanpakehidupannyadiakui. Begitu pulakehidupan yang bermartabat sulit dibayangkan
tanpa penghormatan terhadap kebebasan dan hak miliknya. Sebaliknya, hak-hak
tersebut pun dengan mudah bisadilecehkan atau disangkal . Oleh karenaitu, demi
kesgahteraan rakyatnya, negaraberkewajiban memberikan perlindungan terhadap
hak-hak asasl dari setigp individuwarganegara. Ddam batasanitu, negaradidirikan
untuk kepentingan warga negara, bukan sebaliknyawarga negara bagi negara.
K onsekuensinya, pemerintah harus menjamin dan mengembangkan kehidupan para
warganegara, dan bukan mengeksploitas atau menindas mereka. Dalam konteks
inilah bisadimengerti bahwahukum dibuat oleh negaradengan tujuan untuk mdindungi
dan memastikan penegakan hak-hak asasi.

Akantetapi, dari perspektif filsafat mord, argumen di atasbisadipersoakan.
Setigpwarganegaramemiliki berbagal hak, namun hak-hak tersebut umumnyaadaah
hak-hak lega yang dilindungi oleh hukum positif. Keistimewaan dari hak-hak legal
iaah hak-hak tersebut tidak merujuk kepadasuatu tujuan yang terletak di luar sstem
hukum yang berlaku. Teori tentang hak-hak kodrati atau hak-hak asas berasums
bahwaselain memiliki hak-hak legal, setiap warganegarasebaga manusamasih
memiliki lagi sgjumlah hak yang samasekdi independen terhadap sstem hukum dan
konvens sosid. Bisaditanyakan: Bukankah asums ini mengandung kontradiks in-
ternal, karena"hak" menurut hakikatnyabersifat sosial dan apapun yang bersifat
sosial tidak dapat dikatakan bercorak kodrati dalam arti samasekali independen
terhadap kontekssosa. Menurut hakikatnya, hak merupakan klaim yang bisadituntut
secarasah terhadap orang lain (Bertens, 1993: 178). Misalnya, sayamempunyal
hak untuk mendapatkan upah atas pekerjaanku. Apabilapadaakhir bulan, mgjikanku
tidak membayar upah yang menjadi hakku, makasayaakan memaksanyamelauui
pengadilan agar upah itu dibayar. Jadi, karenahak merupakan suatu klaim, maka
setigp hak secarahakiki mengandung prosesdi manas empunyahak bisamenuntut
apayang menjadi haknya. Klaim tersebut akan tak berarti apabilatidak adapihak
lainyang terlibat dalam prosesnya. Menurut argumenini, hak selau punyakonteks
sosial tertentu, karenahak merupakan klaim dan masyarakat dapat menjatuhkan
hukuman terhadap pel anggaran klaimtersebut. Dalam arti itu, gpayang disebut "hak
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kodrati" atau"hak asas" sulit dideskripsikan sebagal hak dalam arti yang sesungguh-
nya, karenasifatnyayang independen terhadap konteks sosial. K onsekuensinya,
s stem hukum positif tidak akan salau mencukupi dalam memberikan perlindungan
terhadap hak-hak asasi yang bercorak independen secarakontekstual. Artinya,
hukum positif hanyabisa"mendekati", tapi tidak bisamenjamin secaramutlak
perlindungan hak-hak asas manusia

4. Kebaikan umum (thecommon good)

Menurut St. Thomas Aquinas (1225-1274), pencapaian "'kebai kan umum"
(bonum commune) merupakan tujuan hukum positif.° I stilah Aquinasbonum'
sebenarnyasulit diterjemahkan ke dalam bahasalndonesia, karenakata"baik" dan
"kebaikan" cenderung berkonotasi moral. Walaupun begitu, di sini "bonum"
diterjemahkan sebagai "kebaikan", tetapi dalam arti yang dimaksudkan Aquinas,
yakni sesuatu yang positif bagi manusadaam rangkamencapai tujuan akhir hidupnya,
yakni memandang kemuliaan Allah (visio beatificaDel). Ddamarti itu, "kebaikan”
selau bersifat teleol ogis, hanyamanusiayang bisadengan kesadarannyaterarah
kepadakebaikan dan mencintai kebaikan.’® Kebenaran (truth) dan keadilan (jus-
tice) merupakan bentuk-bentuk partikular dari kebakan. Dalam perspektif pengertian
tersebut, sistem hukum positif harus terarah kepada kebaikan; tujuannyaialah
menghasi Ikan kebaikan sebanyak mungkin dan mereduks kemungkinan kejahatan
sgauh mungkin. K ebalkan 5 gpayang harusdiusahakan? A quinasberpendapat bahwa,
sebagal suatu instrumen dalam menjalankan kekuasaan publik, hukum harus me-
mihak kebaikan umum masyarakat.™* Di satu pihak, kebaikan umum berbedadari
apayang baik bagi seorang pribadi.2 Namabaik dan popul aritasbisamenjadi contoh
dari apayang baik bagi seorang pribadi; dua hal itu tidak dapat dinikmati oleh
masyarakat sebagal satu kesdluruhan. Begitu pulakepentingan pribadi parapenguasa
sebagal pemegang kekuasaan politik negaramerupakan bagian dari hal yang baik
bagi pribadinya. Kebakan umum berarti kondis umum yang memungkinkan setigp
individu warganegarauntuk bisamencapal apayang positif bagi hidupnyasebagai
manusia. Di lain pihak, kebai kan umum berbedapuladari apayang bak bagi umat
manusia padaumumnya. K ebai kan umum suatu negara atau masyarakat berlaku
hanyabagi warganya, dantidak bagi seluruhumat manusia. Ha ini dikarenakan oleh
faktabahwa"kebaikan" dan"kebaikan umum” berakar dalam kontekssosid tertentu.
Apayang menjadi kondis fundamental bagi kebaikan umum dalam masyarakat yang
satu, belum tentu berlaku bagi masyarakat yanglain. Dalam batasanitu, s semhukum
suatu negaraharus bertuj uan menjamin terwujudnyakeba kan umum.

9

Aquinas, Summa Theologica, I-11,g.90. a1-2; g. 92.a. 1; 9. 95. a. 3-4.

10 ST,1,9.23,a7;ll-11,0.34. al
11 Bdk.ST.ll-11.9.64.a3.
12 ST.I-l,q.42.a 2
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Teori ini secarajelasmelawan egoismeetis, yakni pandangan bahwasetiap
pelaku moral harus selalu bertindak sedemikian rupa sehingga menghasilkan
keuntungan yang sebesar-besarnyabagi dirinyasendiri. Kualitasbaik dan jahat dari
Suatu perbuatan diukur berdasarkan efeknyaterhadap kepentingan s pelaku. Menurut
pandangan ini, sungguh tidak masuk akal bahwa suatu kepentingan pribadi
dikorbankan demi kesejahteraan orang-orang lain. Hanyajikapengorbanan itu
mendatangkan keuntungan pribadi, perbuatannyabol eh dianggap bak dan masuk
akal. Sebaliknya, kolektivisme ekstrim menganut paham bahwatidak masuk akal
kebai kan banyak orang dikorbankan demi kesg ahteraan seorang pribadi atau demi
orang-orang lain yang bukan wargamasyarakat atau negarayang sama. Setigp negara
atau masyarakat harus memperjuangkan kebaikan umum bagi warganya.

Tetapi, dapat ditanyakan, apakah hukum suatu negara harustidak peduli
terhadap merekayang bukan warganegara? K atakanl ah bahwa hukum bertujuan
hanyauntuk melindungi kepentingan atau kebaikan umum, dantidak untuk kepentingan
pribadi atau kepentingan kelompok tertentu sgja, namun efek-efek hukum terhadap
merekayang bukan warganegarasemestinyatetap relevan. Misalnya, penyusunan
undang-undang imigrasi tentu harus mempertimbangkan kebaikan umum dari
masyarakat suatu negara. Berarti, kebutuhan negaradan masyarakat akan paraahli
atau tenagakesehatan dari negaralain perlu diperhitungkan; begitu pulawarganegara
harusdilindungi dari kemungkinan-kemungkinan masuknyaparapenjahat atau or-
ang yang bisamenjadi beban bagi negara. Akantetapi dalam peradaban sekarang,
s stem hukum setiap negaraperlu memperhitungkan pulakemungkinan datangnya
orang-orang yang mencari suakapolitik karenaterancam hidupnya, begitu puladengan
parapengungs dan kaum pekerjadari negaralain. Hukum negarapun perlu mengatur
bagaimanawarganegaradapat memberi perhatian kemanusiaan terhadap kaum
miskin atau bantuan kemanusiaan bagi parakorban perang dan korban bencana
adamdi negaralan. Singkatnya, jaur argumen ini mengingatkan bahwatujuan hukum
suatu negaraseharusnyalebih luasdari sekedar memberikan jaminan terwujudnya
kebaikan atau kesgjahteraan umum bagi parawarganegarasgja.

5. Kemanusaan

Hukum suatu negara semestinyabertujuan memaj ukan kemanusiaan, tanpa
membedakan warganegaradan orang asng. Artinya, jiwasuatu S stem hukumadaah
memperj uangkan kesg ahteraan S apapun sebagal manusia Pandanganini antaralain
dianut oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Dalam bukunyaPrinciples of Morals
and Legidation, Bentham tanparagu-ragu mempertahankan pendapat bahwasetiap
hukum dan undang-undang harusdinilai menurut prinsip kemanfaatan.™® Sesuatu
dianggap bermanfaat jikamemiliki kecenderungan untuk menghasilkan efek-efek

13 Bentham, 1970: bab 1 dan 4.
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yang baik dan menghindari efek-efek yang buruk. KarenaBentham percayabahwa
kebaikan dan kg ahatan intrinsik dapat diukur menurut rasa senang dan rasasakit,
makaiamenyamakan kemanfaatan dengan kecenderungan untuk memperbesar
kesenangan atau kebahagiaan dan mengurangi penderitaan atau kemaangan.

Apakah sistem hukum dari suatu negaraharusditakar menurut manfaatnya
bagi warganyasajaatau bagi segenap umat manusia? Bentham tidak memberikan
jawaban yang eksplisit. lasering menekankan pentingnyakesg ahteraan umum suatu
masyarakat atau komunitas. Daamarti ini pandangan Bentham sgja an dengan teori
Aquinasbahwahukum harusbertujuan mencapa kesgjahteraan umum. Akantetapi,
Bentham tidak berhenti di situ. Sebagal seorang utilitarian iaberpendapat bahwa
setigp pelakumord (moral agent) harusmengutamakan tindakan yang menghasilkan
kebai kan dan yang menghindari kejahatan bagi setigp orang sgjauh terjangkau oleh
efek tindakannya. Dengan katalain, nilai mora suatu perbuatan diukur berdasarkan
kecenderungan efeknyayang baik dan menyenangkan bagi sgpapun. Semakin banyak
orang mengalami manfaat dari suatu perbuatan, semakintinggi nila moranya. Pringp
"the greatest happinessfor the greatest number"” tidak dibatas bagi warganegara
atau anggotakomunitas sgja. Bagi Bentham, hak mendapatkan kebahagiaan dari
suatu perbuatan moral bersumber dari status kemanusiaan, bukan status politik
kewarganegaraan.

Dengan | atar-bel akang pandangan tersebut, mudah dimengerti teori Bentham
bahwahukum harus bertujuan memg ukan kemanus aan atau memberikan kepastian
bahwasetigp orang dapat hidup sewgarnyasebaga manusa. Memang secarapraktis
hukum suatu negarahanyaditujukan bagi warganegaranya. Namun gpabilahukum
tersebut menyentuh pulaseseorang yang bukan warganegara, makakesg ahteraannya
harus puladiperhatikan. Dasarnya, menurut Bentham, ialah kemanusiaan. Artinya,
setigp sistem hukum harus bertujuan memperbesar kebahagiaan bagi semuaorang
sebagal manus a, tanpamemperhitungkan status sosial dan politiknya. Jadi, hukum
harusnetra atau liberal terhadap kesgjahteraan semuaorang.

K ekuatan pandangan Bentham terletak padaasums nyabahwasetiap pel aku
mora punyakewajiban untuk mel akukan perbuatan yang secaramoral bermanfaat
bagi sebanyak mungkin orang. Konsekuensinya, paralegidator perlu mendasarkan
penyusunan sistem hukum dan undang-undang atas prinsip kemanusiaan (huma-
nity). Berarti, hukum yang baik ada ah hukum yang bermanfaat karenabisaberfungs
melindungi kepentingan manusiasebagal manusia. Sementaraitu, suatu hukum disebut
hukum yang adil apabilatidak diskriminatif atau tidak membeda-bedakan obyek
hukum menurut satussosd aau politik. Secarafilsafati, pandanganini berakar dalam
duaprinsip dasar: pertama, tujuan hukum ialah memajukan kemanusiaan; kedua,
Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupasehinggatindakannya
menghasi1kan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang.

Akantetapi teori Bentham tentang tujuan hukum mengandung kelemahan
juga. Dapat ditanyakan, apakah dalam penyusunan undang-undang, kesgjahteraan
atau kepentingan wargasuatu negara harus di perhitungkan atau diperlakukan sama
dengan orang asing? Jika, demi kemanusiaan, sistem hukum negaralnggrisharus
peduli pulaterhadap orang-orang yang bukan berkewarganegaraan Inggris, maka
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undang-undang kelmigrasian Inggrisharusmengizinkan sigpapun dari negaramana
pun untuk datang dantinggd di Inggris, negarayang dianggap |ebih makmur. Hal ini
jelastak mungkin, mengingat kel onggaran undang-undang tersebut hanyaberarti
penurunan standar kesg ahteraan umumdi Inggris, sslainmembukajaan bagi ketidak-
pastian sosia yang semakin besar. Oleh karenaitu, betapapun kuatnyaparadutilitar-
ian mempertahankan pendapatnya, paralegidator akan tetap berpendirian bahwa
mereka tidak berada pada posisi kewajiban moral untuk secara hukum mem-
perlakukan orang-orang asing sama seperti warga negara. Dengan kata lain,
kewagjiban mora untuk selau berskap baik terhadap semuaorang sebagai manusia,
tidak mengandung konsekuensi logis bahwa sistem hukum suatu negara harus
memperlakukan semuaorang secarasama sgjatanpamembedakan status politik
kewarganegaraannya. Paralegidlator selalu berada padaposis kewajiban moral
khususterhadap kesgjahteraan warganegaranya. Sebagai pelaku moral, seorang
legidator memang harusmenghargal martabat manusiasetigp orang. Namun sebaga
legidator kewgjibannyaterbatas. Kes mpulannya, tujuan eksplisit dari sstem hukum
Suatu negarabukanl ah kebal kan atau kesg ahteraan segenap umat manusia, melainkan
hanyakebai kan dan kesgjahteraan wargamasyarakat di wilayah hukum tersebut.

6. Kebebasan

Seorang utilitarian memandang hukum dari perspektif manfaatnya, yakni
kecenderungannya untuk menghasilkan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi
sebanyak mungkin orang. Akantetapi, Immanuel Kant (1724-1804) berpendapat
bahwatak seorang pun boleh diperlakukan sebagal aat atau tujuan bagi oranglain;
masing-masing person harusdihormati sebagai tujuan padadirinya. Konsekuensinya,
tak seorang pun boleh memaksakan kehendaknyaterhadap orang lain. Setigp orang
harus dihormati kebebasannya untuk memilih dan mengambil keputusan sesuai
kehendaknya. Pandangan ini menyiratkan bahwa tujuan hukumialah menjamin
kebebasan.

Dengan "kebebasan" Kant maksudkan kebebasan moral dari setiap orang
untuk secaraotonom memilihapayang baik dari antaradternatif-aternatif dan untuk
mengekspres kan kehendaknyada am tindakan tanpadibatas oleh orang atauingans
eksternal lain. Setiap orang memiliki budi praktis (practical reason), yakni
kemampuan untuk memutuskan secararasiona antarakemungkinan-kemungkinan
bertindak. K onsskuensinya, setigp person harusdihormati, ddam arti iadiperkenankan
oleh orang-orang lain untuk menggunakan kemampuan budinyadan mengambil
keputusan sendiri tentang apayang iakehendaki. Akan tetapi kebebasan bukan
hanyasekedar kehendak yang bebas (freewill) atau kebebasan untuk memilih dari
antaraalternatif-alternatif yang ditawarkan. K ebebasan jugamewajibkan adanya
kemampuan untuk melaksanakan apayang baik yang dikehendaki. Karenaitu,
seorang person tidak bebas apabilaiabertindak melawan kehendaknya, misalnya
karena ia dipaksa dari luar untuk bertindak demikian. Paksaan bisa berupa

Yong Ohoitimur, Tujuh Teori Etika 99




100

pembatasan secarafisk (misanya, dipasung atau dikurung dalam tahanan) ataupun
secaramentd (misalnya, ancaman teror, hukum yang diskriminatif). Oleh karenaitu,
hukum negaraharus efektif untuk memaks malkan kebebasan dari setiap person
warganegaradan untuk meminimal kan pemaksaan-pemaksaan dalam masyarakat
yang bisamembatas atau menghilangkan kebebasan.

Sesuatu yang sungguh menarik dari teori Kant tentang hukum adalah
proyeknyatentang suatuided sosa yangtinggi. lamendefinis masyarakat sebagai
komunitas di manaotonomi dan kebebasan menjadi ukuran kematangan atau
kedewasaan dari seorang person. Warga suatu masyarakat yang maju terdiri
dari person-person yang otonom atau bebas, dalam arti memiliki kemampuan
untuk memutuskan apayang dikehendaki tanpa paksaan-paksaan eksternal . Jadi,
masyarakat yang maju adal ah masyarakat yang bebas (free society). Namun,
karena kebebasan di sini bersifat moral, maka masyarakat bebas mewajibkan
setiap warganya untuk bertanggung jawab terhadap apayang diputuskan oleh
kehendaknya. Artinya, kebebasan atau kemandirian tidak bersifat sewenang-
wenang. Otonomi person menyatakan bukan saja kebebasan, melainkan juga
tanggung jawab, baik dalam mel aksanakan tindakan yang dikehendaki maupun
terhadap orang lain dengan menghargainya sebagai tujuan padadirinya. Dalam
konteksini, hukum berfungs mengatasi konflik-konflik kehendak yang mungkin
bisamuncul, sehingga kebebasan individu bisaterjamin dan masyarakat ideal
bisaterwujud.

Pertanyaannya, apakah hukum memang bisamenjadi alat yang efektif
untuk memaksi malkan kebebasan moral seperti dimengerti Kant? Secarafilsafati
pandangan Kant mungkin tidak mengandung inkonsistensi logis, karenaia
membedakan moralitas dan hukum. Dari premistentang person yang otonom
dan masyarakat bebas, bisa ditarik konklusi tentang tujuan hukum sebagai
instrumen yang melindungi atau menjamin kebebasan. Namun padalapisan
praktis, agaknyaterdapat suatu kontradiksi antaratujuan yang mau dicapai dan
instrumen yang dipilih. Kebebasan atau otonomi, menurut Kant, berarti absensi
pemaksaan eksternal . Seorang person dikatakan bebas apabilaiadapat memilih
dan bertindak sesuai kehendaknya, tanpa paksaan apapun dari luar. Dalam arti
itu, kebebasan moral bersifat personal. Untuk mencapai kebebasan tersebut,
diperlukan hukum. Padahal, menurut hakikatnya, pemaksaan merupakan bagian
dari hukum. Hukum yang sudah dikodifikasi secaraabsah oleh badan legidlatif
boleh dipaksakan kepadawarganegara untuk ditaati. Kepatuhan hukum pun
bol eh dipaksakan melaui hukuman sebagai sanks. Warganegarayang melanggar
hukum atau menolak taat terhadap hukum bisaditindak secara paksa menurut
prosedur hukum yang berlaku. Oleh karenaitu, hukum yang menurut hakikatnya
mengandung unsur paksaan tidak bisadihargai sebagai instrumen untuk mencapai
kebebasan atau otonomi--paling kurang apabila kebebasan dimengerti sebagai
lawan dari pemaksaan.
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7. Keadilan

Diskusi mengenai hubungan kebebasan dan hukum sudah menyiratkan
pentingnyakeadilan. Otonomi atau kebebasan seorang individu harustidek melanggar
hak orang lain atas kebebasan. Oleh karenaitu, dalam masyarakat bebas, hukum
berfungs menjamintegaknyakeedilan. Apakah"keadilan” bisamenjadi tujuan utama
sistem hukum? Dalam bukunyaJurisprudence, Sir John William Salmond (wafat
1924), seorang ahli hukumterkemukadari Inggris, berpendapat bahwatujuan utama
hukum ada ah keadilan.** Untuk memahami arti "keadilan” (justice) yang dimaksud,
iamempertentangkannyadengan "ketidakadilan" (injustice). K etidakadilan berarti
tindakan melanggar hak orang lain, baik berupatindakanindividua maupun berupa
praktek berdasarkan s stemtertentu. Tindakan yang tidak adil selau memperlakukan
orang lain secaratidak sewgarnya(unfairly). Dalam arti itu, keadilan berarti fair-
ness. Pertama, fairness mewajibkan bahwa "onetreats like cases alike". Jadi,
keadilan mengandaikanimpartiaity di manabaik favoritismedan vindiktivismetidak
mendapatkan tempat. K edua, fairnessmewgji bkan bahwasetiap orang diperlakukan
sebagaimanamestinya. Artinya, tidak adil gpabilasemuaanak pejabat dimenangkan
dalam semuatender. K eadilan berarti mekanisme dan syarat tender semuaproyek
harusdiaplikas sebagai manamestinyapadasemua pesertatender secarafair. Jadi,
setigp orang harus diakui eksistensinya dan dihargai kualitas atau jasa yang
ditawarkannya.

Hukum harus bisamenjadi instrumen untuk mencapai keadilan. Pertama,
peraturan-peraturan setigp hukum padadirinyaharusadil, sehinggaaplikasinyaoleh
pengadilantidak akan memihak. Kedua, hukum harusbisamemeastikan bahwanegara
akan memperlakukan setiap warganyasecaraadil, dan bahwasetiap warganegara
mel akukan keadilan terhadap sesamanya. Ddam pd aksanaannya, lazimnyakeadilan
dibedakan ataskeadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berarti
digtribus kepadaparawargasecaraadil baik kesgahteraan maupun beban kehidupan
bersama. Hukum perpajakan, misalnya, harus secaraadil menentukan obyek pagjak
dan mewajibkan beban pajak kepada seluruh rakyat. Keadilan korektif berarti
tindakan mengoreks ketidakadilan yang sudahterjadi dengan mencari keseimbangan
antara kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan dan kompensasi yang harus
diberikan. Misanya, membiarkan parakoruptor berkeliaran, jelastidak adil; demi
tegaknyakeadilan, merekaharusdihukum sesua kerugian yang tel ah diakibatkannya
bagi negara. Hukum setiap negara semestinyabisamemastikan tegaknyakeadilan
distributif dan keadilan korektif dalam masyarakat.

Salah satu kekuatan dari teori di atasia ah keadilan agaknyamenjadi satu-
satunyatujuan yang paling pantasdari suatu sisterm hukum. Walaupun mungkin
beberapahal lain bisamenjadi tujuan sekunder, keadilan menurut hakikatnyaadalah
tujuanyang paing pasti dari hukum. Hukumterdiri dari peraturan-peraturan mengena

14 Sdmond, 1966: 60-65.
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perilaku yang dapat dipaksakan oleh negara terhadap para warganya sebagai
pedoman berinteraksi. Hukum terutamaberfungs mengatur wilayahinteraks atau
hubungan dalam masyarakat, bukan wilayah kehidupan pribadi dari seorangindividu.
Terdapat banyak nilai, baik yang bersfat moral maupun yang non-moral, yang lebih
termasuk dalamwilayah kehidupanindividua daripadakehidupan sosd. Misanya,
waar sgjabahwaseorang person mencari kenikmatan atau kesenangan; sgjauh tidak
mengganggu atau merugikan sesamawargamasyarakat, bentuk kenikmatan atau
kesenangan tersebut tidak akan dipedulikan oleh negara atau masyarakat.
K emabukan dan sikap tergesa-gesa bisamenyebabkan pelanggaran mora ; namun
apaartinyaitu jikatidak berpengaruh buruk apapun terhadap orang lain dalam
masyarakat? Tetapi ketidakadilan merupakan masaah tersendiri. Harusdiakui bahwa
keadilan merupakan bagian dari moraitasmengena baga manaseseorang bersikap
dan memperlakukan orang lain. Wal aupun secarateoretis keadilan bisadibedakan
ataskeadilan individual dan keadilan sosial, namun menurut hakikatnyakeadilan
sddupunyakontekssosd atau mengandung dimens sosid hubungan antarmanusia.
K eadilan menjadi keadilan karenadalam interaks sosial hak orang lain dihargai;
sebdiknya, ketidakadilanterjadi karenaddaminteraks sosd hak oranglaindilanggar
atau dilecehkan. Oleh karenakonteks atau dimens sosial inilah, makamenurut Sir
Samond, keadilan merupakan tujuan utamadari sistem hukum.

Akantetapi, teori terssbut mengundang pertanyaan mengena kriteriakeadilan.
Apayang bisadijadikan kriteriauntuk mengukur keadilan? Kriteriaberarti ukuran
atau dat uji yang dengannyasesuatu bisadinila atau dipertimbangkan. Kertaslakmus
dapat dipakai sebagai alat pengukur adanya unsur kimiawi asam; begitu pula
termometer bisadipakal untuk mengukur dergjat temperatur. Tetapi dengan apa
keadilan dan ketidakadilan diukur? Konon di Amerika Serikat terdapat jenispajak
pendapatan yang harusdibayar oleh seorang pegawal sesuai tingkat kesarjanaannya
(thegraduatedincometax). Pemberlakuan jenispgjak ini dianggap tidak adil karena
merekayang bekerjakeras sampa mendapatkan gelar sarjanaharus membayar
Iebihmahal dari merekayang malasatau tidak mau bekerjakerasdi bangku univer-
sitas. Sebaliknya, pemberlakuan tersebut dinilai adil karenaseorang dengan gelar
sarjanabisamendapatkan ggji yang tinggi, dan oleh karenaitu dapat puladengan
|ebih mudah memberikan sgjumlah uangnyakepadanegara. Kasus hukuman mati
bisamenjadi contoh lain tentang ketidakpastian kriteriakeadilan. A pakah hukuman
mati boleh dianggap sebagai perlakuan yang adil terhadap seseorang yang terbukti
telah mencabut nyawa orang lain sehinggaiaharuskehilangan nyawanyasendiri
sebagal ganti? Atau, hukuman mati harusdianggap sebagal praktek yang kgam dan
tak berperikemanusiaan? A pakah hukuman sebagal ganjaran (desert) merupakan
kriteriadari keadilan, atau justru berarti suatu ketidakadilan? Agaknyakitaharus
tibapadakesimpulan bahwaprinsip "treating similar casessimilarly” dan "treat-
ing a person as he deserves' tidak selalu jelas dan pasti kriteria penerapannya.
Makasg auh kriteriakeadilan dan ketidakadilan sulit diidentifikasi, sgjauhitu pula
keadlilan sepatutnyatidak dijadikan tujuan utamahukum. K esulitannyaterletak pada
faktabahwa tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai, sesuatu yang memberi
arah terhadap tindakan. K etidakpastian tuj uan tentu gagal memberikan arah yang
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jdlas, sehinggadengan sendirinyatidak jelaspulakeberhaslan dan kegagd antindakan
akandiukur.

8. Penutup: Sebuah Sintesis

Di atas sudah didiskusikan tujuh teori etikatentang tujuan hukum. Menurut
teori-teori tersebut, sistem hukum suatu negara bisa terarah kepada tujuan
mempertahankan kedamaian, menjalankan moralitas, melindungi hak-hak asas,
memajukan kesgahteraan umum, mengembangkan kebaikan umat manusia,
melindungi kebebasan, dan mencapail keadilan. Masing-masing teori menekankan
aspek tertentu yang tentu sgjamasi h terbukaterhadap kritik dan diskusi 1ebih lanjut.
Namun agaknyakondis riil masyarakat sebagai konteks hukum harusdianggap
sebagai faktor penentu bagi tujuan filsafati sistem hukum. Oleh karenaitu perbedaan
antarateori-teori tersebut di atas|ebih tepat dibacasebagal gagasan-gagasan yang
mencerminkan kepel baga an konteksdan ideal mora masyarakat menyangkut Ssstem
hukum.

Jkademikian, dalam konteks masyarakat Indonesasekarang, gpayang harus
ditekankan sebagai tujuan hukum dan penegakan supremas hukum?Di satu pihak,
secaranegatif dewasaini masyarakat kitaditanda olehtigahal paling fundamental:
pelanggaran hak-hak asasi manusiamelalui berbagai bentuk konflik dan tindak
kekerasan, hilangnyasupremas hukum yang memustahilkan tegaknyakeadilan dan
berkembangnyademokras, dan semakin me uasnyapengrusakan terhadap lingkungan
hidup. Di lain pihak, dari perspektif peradaban jamanini, hak asas, demokras, dan
lingkungan hidup sedang menjadi pokok-pokok keprihatinan seluruh umat manusia
Olehkarenaitu, tujuan hukum dan sasaran penegakan supremas hukum haruspula
dicari dalam bingkai tigapokok keprihatinan tersebut.

Baik dalamtindak kekerasan dan konflik, sertahilangnyasupremas hukum,
maupun dalam aks-aks perusakan lingkungan hidup, manusiasddumenjadi korban.
Oleh karenaitu, sistem hukum perlu diarahkan kepadaterjaminnyakedamaian,
pengakuan hak-hak asasi, dan pel estarian lingkungan hidup. Tigafaktor ini bisa
diringkaskan menjadi keba kan manusiadan keutuhan tataciptaan. Jedi, S stem hukum
bertujuan untuk mencapal kebakan bagi manusiadan menjamin keutuhan tataciptaan.
Jkademikian makaagaknyateori Aquinasdan Bentham sudah beradadalamarah
relevan. Kebaikan dan kesg ahteraan harus menjadi imperatif moral yang paling fun-
damental. Hanyakebaikan (the good) yang secararasional pantas menjadi tujuan
tindakan manusia. Kebaikan perlu selau dikehendaki, dipilih, dan diperjuangkan.
Mengapa harustindakan ini dilakukan dan tindakan lain dihindari? Jawabannya,
karena tindakan ini menghasilkan kebaikan, sedangkan tindakan yang lainitu
menghasilkan ke ahatan. M engapa suatu hukum atau peraturan boleh diterima?
Jawabannya, karenahukum tersebut mengarah kepadakebaikan. Kad aupun dijawab
bahwa hukum tersebut melindungi kebebasan dan hak asasi, maka penalaran pada
akhirnyaakan menuntun kepadakesi mpulan bahwakebebasan dan hak asasi perlu
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dilindungi agar kebaikan bisadicapai. Jadi, padaakhirnyakebai kan harus menjadi
rujukan terakhir bagi paralegidator untuk menyusun suatu peraturan hukum. Dalam
arti itu kebaikan harusmenjadi tujuan hukum.

K eba kan sapayang harusmenjadi tujuan hukum? Aquinassudah menjawab
bahwa hukum harus menjadi alat untuk mencapai kebaikan umum dalam suatu
komunitas atau negara. Bentham memperluas perspektifnyasehinggakebaikan atau
kesgjahteraan umumtidak lagi dibatasi dalam bingkai dikotomi warganegaradan
orang asing. Hal itu berarti hanyakebaikan manusiayang pantas menjadi tujuan
hukum. Akantetapi, paraetikawan lingkungan hidup telah mengingatkan kitabahwa
"moral patient” perlu diperluasdari antroposentrisme sampai meliputi pulaunsur
sstemekologi. Ituberarti manusabukanlah satu-satunyamakhluk yang kebaikannya
pantas di perjuangkan. Masalah dan hewan tingkat tinggi yang bisamengalami rasa
senang dan rasasakit. Namun tingkat pencemaran air dan udara, penebangan hutan
dan penggalian tambang secaraliar turut mempengaruhi dergjat kebai kan ataupun
kesengsaraan yang bisadialami oleh manusiadan hewan.

Kesimpulannya, wal aupun dalam kesel uruhan tata ciptaan, manusiatidak
disedergatkan dengan hewan dan tumbuhan, namun perlindungan terhadap kebaikan
semuamakluk ciptaan harusmenjadi tujuan hukum. Hukum harusbisamelindungi
manusiadan semuamakluk ciptaan lain dari semuabentuk kekerasan, kekgjaman,
dan perusakan. Makanegara, khususnyaparalegidator dan penegak hukum, punya
kewgjibanmora untuk memikirkan, menyusun dan menye enggarakan s stem hukum
yangrelevan, baik untuk melindungi keba kan manus addam masyarakatnyamaupun
untuk melindungi keutuhan serta kel estarian alam semestasebagai satu kesatuan.
Daam bingkai itulah fungsi hukum yang lain mendapatkan tempatnya secara
kontekstual, yaitu hukum berfungst mempertahankan kedamaian dan ketertiban,
melindungi hak-hak asasi, menjamin kepastian akantegaknya keadilan sosal.
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